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Pertikaian sntars suku Kurdi dengan pemerintah
Iraq memerlukan suatu perhatian yang serius terutams ba-~
gi organisasi internasionsal Perserikatsn Bangsa Bangssa
khususnys Dewan Keamansn Perserikatsn Bangss Bangssa.
Hal ini didassrkan spabilas tidak secepatnya untuk di-
selesaikan selain perdamaian dan keamsanan internasional
skan terancam, juda perlindungan terhadap suku Kurdi da-
ri sncaman psasuksn vang setia kepads presiden Iragq
Saddam Husein. Upsys penvelsmstan suku Kurdi telszsh di-
tempuh dengan dikeluarkannya resoclusi Dewsn Keamsnsan
Perserikatan Bangsa Bangss Nomor 8688. Karena sifat reso-
lusi Dewsn Keamanan Perserikstan Bangss Bangsa hanys
mengamankan yang secara langsung ditangani oleh pasukan
Ameriks Serikat beserta sekutu—sekutunﬁa melalui pem-
bentuksn kamp penampungan suku Kurdi, berarti tidak ﬁe~
nyelesaikan permasalahan yang ada.

Pertikaisn antars pemerintah Irsg dengan suku
Kurdi terjadi karens adanya tuntutan suku Kurdi untuk
mengurus rumah tangdanya sendiri atau otonomi ternyata
ditolak. Penolakan ini telsh sewajarnya dilakukan karens
wilayah yang diduduki oleh Suku Kurdi dan termssuk yang
dituntut merupaksn kota penghasil sepertiga minyak dan
keran utama pipa minysk Iraq di lsut tengah. Dengan di-
keluarkannya resolusi Dewan Keamansn bukan menjadi se-

makin meredakan pertikaisn, melsinkan semakin memperun-



cing susasana. Atas dasar ini pihak Iraq menyerahkan pe-
nyelesaian pertikasisn antara pemerintash Iraq dengan suku
Kurdi kepads Perserikatan Bangsa Bangsa. Pihak Perseri-
katan Bangss Bangsa yang diserahi tugas unﬁuk menyele-
saikan memberikan kesanggupan dengan ketentuan ada lsn-~
dasan hukumnys yang daslam hal ini ysng dimaksud adslah
resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangss.

Landasan hukum berupa resolusi Dewan Keamanan di-
maksudkan untuk mengusir pasukan Amerika Serikat beserta
sekntu-sekutunya di Iraq telah $ah dan berlsndasksn hu-
kum sebagaimana dikehendaki oleh resolusi Dewan Keamanan
Perserikatsn Bangss Bangss Nomor 688. Adanys lsndasan
hukum berupa resoclusi Dewan Kesmanan seakan-skan mem-
buat sustu perssasn optimis bahwa masalsh di kamp peng-
ngungsi suku Kurdi pssti terselesaikan. Hal ini menim-
bulkan suatu permasalahan; Bagaimans peran resolusi
Dewan Keamanan PBB dalam upaya menyelesaikan perselisih-
an yang terjadi di kamp pengungsi suku EKurdi ? Berdassr-
kan permasalsahan di atas yang mendorong says untuk me-
nyusun skripsi denggn judul "Persn Dewsn Keamasnsn Per-
serikatan Bangsa-Bangsa sebagsal upays Menyelessaikan
Masalash di Kamp Pengungsi Suku Kurdi".

Penyusunan skripsi sebagai judul dan masslah di
atss tidak mungkin sempurns stsu mendekati kesempurnsaan

dalam menjawab permasslshan, kecusli apabila sebelumnya



dilakukan penelitian baik kepustakssan masupun penelitian
lapangan yang hanya sekedar sebagai penunjang. Déngan
demikian tujuan dari penelitian sdalah untuk memperoleh
Jawsban yang bensr atau mendekati kebensran.

Metode dalam penyusunan skripsi pendekatan masa-
lahnya menggunakan metode yuridis normatif maksudnya pe-
nyusunannya didasarkan pads peratursn perundang-undang-
an dalam hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa dan persturan-peraturan lain yang mempunysai ke-
kuatan mengikat. Sumber dsata berups dats sekunder ter-
diri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder bersifat menjielaskan
bahan huokum primer terdiri dsri literatur, bahan
perkulishan dan hasil penelitisn. .

Data sekunder berups studi kepustakaan dikumpul-
kan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikassi kemu-
dian mengklasifikasi, sehingga diperoleh dsta ysng adsa
relevansinys dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya
diolah menggunakan metode deduktif maksudnys bertolsk
dari proposisi yang umum ditarik kesimpulan menjadi khu-
sus berupa menemukakan jawaban atas masslah vang ads
dalam skripsi ini. Kemudian dianslisis secars kuslitstif
maksudnya menganalisis dats dengan didasarkan atas pemi-
kiran yang logis, bernslar dsn runtut dengan menelsash

sistematika persturan perundang-undsngan vang berlaku



sesusai dengsn masslsh ysng dibshss, sehinggds menghsesil-
kan uraisn bersifat deskriptif analisis.

Penyusunan skripsi mulsi dari persispan hingga
éelesainya skripsi diperlukan beberaps tahaspan antara
lain sebagai berikut:

Persispan memerlukan waktu 6 minggu;

Pengumpulsn dats memerluksn waktu 6 minggu;

Pengolahan dan analisis dats memerlukan waktu 8 minggu.
sehingda total waktu yang diperlukan dalam penyusunan
skripsi adslsh 20 minggu atau lima bulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bashwa re-
solusi Dewan Keamsnan Perserikatan Bangss Bangss memang
mempunyai kekuatan mengikat kepads seluruh anggotanys.
Sebagsi norma hukum yang bersifat mengikat, maka diper-
lukan adsnya kata sepakat dari seluruh anggota dewan
termasuk persetujuan dari lims negara anggots tetap dan
dengan didasarkan pads asas-asas hukum internasionsl.
Karens harus mendaspat persetujuan seluruh anggota dewan
termasuk lims negsara snggota tetap, jelas sulit ter-
bentuknya suatu resolusi, mengingst lima negara anggota
tetap mempunyali hak istimewa berups hsk veto yang dsapsat
berakibat gagalnya resolusi. Dikataksn gagal karens Je-
las hal-hal yang sekiranya menguntungkan diri negarsa
anggots tetsp, jelas skan me@berikan veto, sehingga ti-

dak terbentuk sustu resolusi walaupun itu telah jelas-



jelas melanggar hukum internasional, kasrena kepentingan
pribadi dirugiksn, msks veto merupskan senjsts yang
paling sampuh untuk diterapkan.

Berdssarksn pada uraisn di'atas dapat disimpulkan
bahwa memang resolusi Dewan Keamansn mempunyai kekusatan
mengikat seluruh snggotanva, ini berarti bahws spe yang
menjadl alassn Perserikatan Bangsa Bangsa mencari dasar
hukum berups resolusi Dewan Keamansn untuk menyelesaikan
perselisihan di kamp pendgungsi suku Kurdi telah benar.
Tetapi apabils diingat bshws ysng adas di kamp pengnngsi
suku Kurdi dengan slssan mengamankan sdsalsh pasukan
Ameriks Serikst beserts sekutu-sekutunya, sehinggs ysang
Jelas pihak Amerika Serikat akan memvetonys. Dengsn de-
mikian sulit untuk dapat menyelessikan perselisihan di
kamp pengungsi suku Kurdi terbukti hingga sast ini masa-
lahnys masih terkstung-hkatung. Oleh karena itn diperlu-
kan alternatif yang lain untuk menyelesaikan pertikaian
di kamp pengungsi suku Kurdi yaitu mengadskan sidang
istimewa antars Dewan Keamsnan PBB dengan Majelis Umunm
PBB. Dengan ikut sertsnys Majelis Umum diharapksn mass-
lahnya dapat terselesai karena menyangkut seluruh anggo-

ta Perserikstan Bangss Bangss.



